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Abstrak
          Pada Rumah Tahanan Kelas I Surabaya terdapat tahanan dana narapidana. Narapidana dibagi menjadi dua yaitu narapidana dewasa dan anak. Narapidana anak disebut anak didik pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan mempunyai 12 hak menurut Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1995. 
          Jenis penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian hukum deskriptif. Data primer diperoleh langsung dari informan, dalam hal ini informan terdiri dari petugas rumah tahanan dan anak didik pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya. Data sekunder diperoleh dari penelaaahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan permasalahankemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. 
          Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa anak didik pemasyarakatan tidak memperoleh hak pendidikan dan pengajaran. Menurut petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya tidak terpenuhinya hak anak didik pemasyarakatan atas pendidikan dan pengajaran bukan dikarenakan adanya suatu kendala, melainkan hal tersebut memang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi rutan. Tugas pokok dan fungsi rutan hanya melakukan pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan dan tertib rutan, pengelolaan rutan, dan urusan tata usaha. 
           Kata kunci : Hak anak didik pemasyarakatan, Rumah tahanan negara kelas I Surabaya 

						Abstract
In prison house class I Surabaya there are prisoners and inmates. Inmates were divided into adult and child. Inmates child called child of learners correctional. The child of learners correctional have 12 rights under legislation number 12 year 1995. 
The writer uses descriptive legal research. Primary data are directly taken from informant. Informant in this case are the officers of prison house and the child of learners correctional in prison house class I Surabaya. The secondary data are taken from library study and regulation. The technique of collection data are interview and documentation. The technique of processing data is classification case and then analysis qualitative. 
The result of this research show that the child of learners correctional can’t getting education and teaching. The officers of prison house class I Surabaya says that not complete right of education and teaching nothing because of a constraints, but it is not duties and functions of prison house. Duties and functions of prison house only do service to prisoners, keeping security and orderly, prison management, and administrative affairs.                                                                                     









	Rumah Tahanan Negara menurut pasal 1 angka 2 PP no. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP),  adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari pengertian diatas, Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan) seharusnya hanya diisi oleh tahanan, namun pada kenyataannya Rutan diisi oleh tahanan dan narapidana. 
	Data di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya berisi tahanan dan narapidana dengan jumlah rincian sebagai berikut :
	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuliaji pada tanggal 24 Januari 2014 pukul 09.00 WIB, selaku bagian Administrasi dan Perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya diperoleh informasi bahwa alasan anak pidana tersebut berada di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya ada 2 faktor :
1.	Bila anak pidana telah divonis dan sisa masa hukumannya pendek maka, anak tersebut tetap berada di Rutan sampai masa hukumannya habis.
2.	Bila anak pidana telah divonis dan sisa hukumannya panjang, maka anak tersebut tetap berada di Rutan dengan alasan  baru akan dipindahkan ke Lapas Anak Blitar setelah mencapai jumlah 10 anak. Hal ini terkait dengan efisiensi anggaran dan jarak tempuh Surabaya - Blitar yang tidak dekat. 
          Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak. Tetapi dalam pelaksanaannya sering kali mengalami hambatan maupun kendala baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satunya adalah implementasi sistem pemidanaan terhadap anak  yang menjadi pelaku tindak pidana disamaratakan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindakan pidana ditempatkan pada posisi sebagai pelaku kejahatan yang harus mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa.
Hak-hak anak didik pemasyarakatan diatur didalam pasal 22 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :
1)	Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2)	Berhak mendapat perawatan baik perawatan
rohani maupun jasmani
3)	Berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran





6)	Berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang  tidak dilarang
7)	Berhak menerima kunjungan keluarga,penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
8)	Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
9)	Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
10)	Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat 
11)	Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
12)	Berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	     Permasalahan di lapangan ada anak pidana yang berada didalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak mendapat pembinaan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang Pengadilan Anak yang menjelaskan bahwa :
1.	anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.
2.	anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal (1)  berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
             Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak dikarenakan dilapangan masih menggunakkan UU PENA meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). UU SPPA masih belum berlaku meskipun sudah ditanda tangani oleh presiden, dikarenakan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang baru membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun.  
	          Uraian diatas menggambarkan bahwa hak-hak anak pidana dalam pelaksanaan kurang memadai untuk itu dalam skripsi ini penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut dengan judul “Implementasi Hak-Hak Anak Didik Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya”. 

          Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut bagaimanakah implementasi yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya terhadap hak-hak anak didik pemasyarakatan ditinjau dari  Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ? dan apa kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan hak-hak anak didik pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya ?
METODE

          Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan implementasi atau pelaksanaan hak-hak anak didik pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya. Pemilihan lokasi penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya yang berada di jalan Letjen Sutoyo Medaeng, dikarenakan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya berada di Ibukota Jawa Timur yaitu Surabaya yang merupakan kota metropolitan yang pastinya memiliki masalah kriminalitas  dan hal ini berkaitan dengan jumlah anak didik pemasyarakatan yang cukup tinggi. 
         Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara mendalam (depth interview) untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ditujukan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan 3 anak didik pemasyarakatan dan petugas Tumah Tahanan Negara Jelas I Surabaya yaitu staff subis Bantuan Hukum dan Pnyuluhan dan staff subsi Adminitrasi dan Perawatan Tahanan. Sedangkan dokumentasi berupa putusan pengadilan anak didik pemasyarakatan.
Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.. Data diperoleh kemudian peneliti     melakukan   analisis     terhadap     data-data dan   memahami kebenaran data tersebut. 


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Umum
        Pada Rumah Tahanan Kelas I Surabaya tidak hanya terdapat tahanan dan narapidana dewasa, tetapi juga terdapat anak didik pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya berjumlah 28 orang dan ditempatkan di dalam satu sel. Dalam sel tersebut selain dihuni oleh anak juga dihuni oleh 1 orang Tahanan Pendamping (yang selanjutnya disebut Tamping). Tamping adalah narapidana dewasa yang fungsinya mendampingi petugas Rumah Tahanan Negara untuk melaksanakan tugas dan memiliki keahlian khusus. Tamping dipilih langsung oleh petugas rumah tahanan dan apabila terpilih menjadi Tamping maka harus menjalankan tugasnya sampai Tamping tersebut dinyatakan bebas. 
          Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya mengenal dua waktu, yaitu waktu buka sel dan waktu tutup sel. Waktu buka sel adalah pukul 05.00 pagi sampai 17.00 siang, dan waktu tutup sel adalah pukul 17.00 sore sampai 05.00 pagi. Pada waktu buka sel narapidana dan tahanan bebas untuk berjalan jalan di seluruh area rumah tahanan dan melakukan segala kegiatan seperti olahraga, pelatihan keterampilan dan ibadah. Pada waktu tutup sel, seluruh narapidana dan tahanan harus berada di dalam selnya masing-masing. 
            Berikut adalah jadwal kegiatan bagi seluruh penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya tanpa ada perbedaan antara narapidana dan tahanan dewasa atau anak :
Pukul 05.00           :   bangun untuk  melaksanakan  sholat 
                                   maupun     ibadah      lain   menurut  
                                   agama masing-  masing.
Pukul 06.00-06.30 :  piket. Piket adalah kegiatan bersih-
                                   bersih sel. 
Pukul 08.30-11.30 :  waktu kunjungan 
Pukul 11.30-17.00 :  jam bebas sebelum tutup sel 
Pukul 17.00-05.00 :  waktu tutup sel digunakan untuk   
                                   Beristirahat

Data khusus    
1.	Hak mendapatkan perawatan 
a.	perawatan rohani.
        Anak didik pemasyarakatan di Rutan Tahanan Negara Kelas I Surabaya memperoleh haknya untuk mendapatkan perawatan rohani. Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya menyelenggarakan kegiatan pengajian yang rutin diadakan setiap hari Minggu bagi anak pidana yang beragama Islam dan kegiatan kebaktian rutin setiap Minggu pagi bagi yang beragama Kristen. 
b.	perawatan jasmani
              Anak didik pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya berhak mendapatkan perawatan jasmani seperti olahraga. Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya menyediakan berbagai fasilitas olahraga yaitu bulu tangkis, volley, dan sepak bola tetapi fasilitas olahraga yang disediakan di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya digunakan secara bersama-sama tanpa ada pembatas antara napi dewasa dengan Anak Didik Pemasyarakatan. Selain itu juga diselenggarakan senam rutin setiap hari Jumat bagi seluruh pertugas dan penghuni rumah tahanan namun senam ini bersifat tidak wajib. 
2.	Hak pendidikan dan pengajaran
	Pada Rumah Tahanan Kelas I Surabaya tidak ada pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan hanya mendapatkan kunjungan dari berbagai yayasan untuk mengajarkan berbagai ketrampilan seperti melukis, handycraft, dan sebagainya. Walaupun tidak ada pendikan dan pengajaran tetapi anak didik pemasyrakatan tetap bisa mngikuti Ujian Nasional (UNAS) yang pada tahun 2014 ini diikuti oleh 2 anak didik pemasyarakatan jenjang pendidikan SMA dan 1 anak didik pemasyarakatan jenjang pendidikan SMP. 
3.	Hak  mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
		 Anak didik pemasyarakatan mendapatkan haknya atas pelayanan kesehatan dengan tersedianya fasilitas Poliklinik di area rumah Tahanan Kelas I Surabaya. Selain itu makanan juga disediakan secara yang layak 3 kali sehari dengan lauk yang bervariasi seperti daging, tempe, tahu, sayur dsb.   
4.	Hak menyampaikan keluhan
	Pada setiap masing-maisng sel telah disediakan kotak keluahan sehingga anak didik pemasyarakatan dapat dengan mudah menyampaikan keluhannya. Selain itu keluhan juga dapat disampaikan kepada Tamping atau lengsung ke petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya.          
5.	Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran   media massa lainnya yang  tidak dilarang
	Anak didik pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya berhak mendapatkan buku bacaan, hal ini didukung dengan adanya perpusatakaan yang menyediakan berbagai buku bacaan. Selain itu anak didik pemasyarakat juga berhak mengikuti siaran media massa. Media massa yang disediakan adalah televisi di masing-masing sel.	
6.	Hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
                Anak didik pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya berhak mendapat kunjungan keluarga, penasehat hukum maupun orang tertentu. Orang tertentu yang dimaksud disini adalah sahabat atau masyarakat umum seperti contohnya orang-orang dari lembaga sosial atau mahasisiwa-mahasiwa yang sedang melakukan penelitian.  Kunjungan setiap hari Senin-Sabtu kecuali hari libur (mulai pukul 08.30-11.00), Jumat dari pukul 08.30-10.30. Waktu kunjungan kurang lebih 45 menit. Ruang kunjungan untuk warga binaan pemasyrakatan laki-laki berada di lantai 2, sedangkan untuk warga binaan wanita berada di lantai 1. 
7.	Hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
	          Anak didik pemasyrakatan telah mendapatkan remisi dikarenakan telah menjalani 6 bulan masa hukum.  Salah satu syarat mendapatkan remisi adalah Telah    menjalani    pidana   selama 6 (bulan) paling lama 12 (bulan) atau telah manjalani 1/3 masa pidana. Remisi yang terakhir diberikan kemarin adalah  pada saat hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2013
8.	Hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat
	Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya memberikan kesempatan asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat kepada seluruh penghuni rutan. Dalam hal ini anak didik pemasyarakatan belum menggunakan hak tersebut. 

Pembahasan 
1).  Implemetasi hak anak didik pemasyrakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Suarabaya. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya dengan melakukan wawancara dengan petugas. Implementasi yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya Terhadap Hak-Hak Anak Didik Pemasyarakatan belum sepenuhnya hak- hak nya terpenuhi. Dari ke 12 hak-hak anak didik pemasyarakatan yang diatur didalam pasal 22 UUP hanya satu hak anak didik pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya tentang pendidikan dan pengajaran saja yang tidak terpenuhi. Padahal. pendidikan dan pengajaran sangatlah penting mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang terus tumbuh berkembang.
Anak didik pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara kelas I Surabaya memang blok antara anak dengan dewasa dipisahkan tetapi tempat menjenguk keluarga bagi anak didik pemasyarakatan dan Narapidana dewasa digabung menjadi satu,fasilitas olahraga yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya digunakan secara bersama-sama tanpa ada pembatas antara anak didik pemasyarakatan dengan narapidana dewasa. hal ini dapat menimbulkan interaksi antara anak didik pemasyarakatan dengan narapidana dewasa sehingga dapat memberikan dampak negative terhadap anak didik pemasyarakatan.
	       Dari fenomena yang ada dilapangan , jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan maka ,hal ini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu mecakup hal-hal sebagai berikut:
1.    memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
2.    membuat orang jadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.                   
3. membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain; yakni penjahat penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.
	  Hal ini jelas tidak sesuai dengan pasal 60 ayat 1 Undnag-Undnag Pengadilan Anak  yang mengatur bahwa  “Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa”. 
Teori pemidaaan dibagi menjadi 3 yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Indonesia menggunakkan teori gabungan karena teori gabungan lebih memperhatikan kombinasi dari perampasan kemerdekaan dan pendidikan. Fakta yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya bila dikaitkan dengan teori pemidaanaan lebih condong ke teori pembalasan dikarenakan Anak Didik Pemasyarakatan tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tetapi hanya memperoleh perampasan kemerdekaan, hal ini tidak sesuai dengan teori pemidanaan yang digunakan Indonesia.
2)  Kendala yang menghambat pelaksanaan  hak anak didik pemasyarakatan.
Beradasrkan wawancara dengen petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya diperoleh hasil bahwa tidak terlaksana hak pendidikan dan pengajaran bukan dikarenakan adanya suatu kendala Dlam hal ini tugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya sudah sesuai berdasarkan pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.04/PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Orgainisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Tahanan Negara yang menjelaskan bahwa Rutan mempunyai tugas melaksankan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Untuk menyelenggarakan tugas rutan pada pasal 2, Rutan mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 OTKTN yaitu:
a.	melakukan pelayanan tahanan;
b.	melakukan pemeliharaan keamanan dan tata
tertib rutan;
c.	 melakukan pengelolaan rutan;




Penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya   (Tahun 2014)

Penghuni Rutan	Jumlah
Tahanan:Laki-laki WNIWanita WNILaki-laki WNAWanita WNAAnak Laki-lakiAnak Wanita 	1408  orang  113   orang               8   orang      5  orang    24  orang       0  orang
Narapidana :Laki-laki WNIWanita WNIAnak Laki-lakiAnak Wanita	 191  orang   18  orang     4  orang     0   orang





1.	Hak-hak yang diperoleh anak didik pemasyarakatan di rumah tahanan Negara kelas 1 surabaya adalah :
a.	Hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani
b.	Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
c.	Hak menyampaikan keluhan
d.	Hak menerima kunjungan keluarga,penasihat hukum atau orang tertentu lainnya
e.	Hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi
f.	Hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat
2.	Menurut petugas Rumah Tahanan Kelas I Surabaya tidak ada kendala terkait tidak terpenuhi hak anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dikarenakan pendidikan dan pengajaran bukan merupakan fungsi rumah tahanan, dimana fungsi rumah tahanan hanya sebagai :
a.	Melakukan pelayanan tahanan
b.	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata 
       tertib rutan;
c.	Melakukan pengelolaan rutan
d.	Melakukan urusan tata usaha
Saran 
        Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat membuat saran sebagai berikut yaitu apabila Anak Didik Pemasyarakatan yang berada di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya tidak dapat dipindahkan dengan alasan tertentu ke Lapas Anak, sebaiknya menambahkan minimal 2 guru yang menangani pendidikan dan pengajaran sesuai dengan keahliannya masing-masing agar hak-hak mereka dapat terpenuhi sepenuhnya.
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